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QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR: 08 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

BISMILLAmRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAlIA KUASA

WALIIWTA SUBULUSSALAM,

a. bahwa pajak penerangan jalan merupakan salah satu sumber pendapatan
asli Kota Subulussalam yang penting dari sektor pajak daerah guna
membiayai penyelenggaraan pelayanan masyarakat dan pembangunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pajak penerangan jalan: ditetapakan sebagai salah satu jenis
Pajak KabupatenIKota;

c. bahwa sesuai ketentuan pasal 52 dan pasa 95 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak peneranganjalan ditetapkan dengan Qanun;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a .
,b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Subulussalam tentang
Pajak Penerangan Jalan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang BOOan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3634);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor Tl Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan LembaranNegara Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota
Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun;

16. Qanun Kota SubulussalamNomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan "
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan di LingkunganPemerintah Kota Subulussalam.
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TENTANGMenetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

PENERANGAN JALAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PAJAK

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.

3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga lisrik untuk menerangi jalan umum
yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

7. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,
ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak
meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

8. PT. Perusahaan Listrik Negara, selanjutnya disingkat dengan PLN, adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha ketenagalistrikan.

9. Tenaga listrik PLN adalah aliran listrik yang dipasok oleh PLN.

10. Tenaga Listrik bukan PLN adalah aliran listrik yang dipasok bukan oleh PLN.

11. Pelanggan listrik adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan listrik dari
PLNlbukan PLN.

12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

<"

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran
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pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang se1anjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna besamya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB
. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang.

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang se1anjutnyadisebut STPD surat untuk melakukan
tagihan pajak atau sanksi administratifberupa bunga atau denda.

21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung atau keke1iruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat
pemberitahuan pajak terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau surat
keputusan keberatan.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
pemberitahuan pajak terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

23. Kas Daerah adalah KasDaerah Kota Subulussalam.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional "
berdasarkan-suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
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25. Penyidikan tindak:pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk meneari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak: pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

26. NomorPokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
Indentitas dari wajib pajak daerah.

HAHII

Nama, Objek, Suhjek Dan Wajib Pajak

Pasal2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan tenaga

listrik.

(2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PLN dan yang bukan

dad PLN.

Pasal3

(1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik dalam wilayah Kota.

(2) Dikeeualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan,

Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga intemasional dengan asas timbal

balik;

c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang

tidak:memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

d. penggunaan tenaga listrik untuk tempat ibadah, panti asuhan dan tempat-tempat

lainnya yang bersifat sosial keagamaan.

Pasal4

(1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan
tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga
listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh bukan PLN, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah
penyedia tenaga listik bukan PLN.
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